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Ada dua problematika utama yang diteliti dalam penelitian ini. Pertama,
problematika sosiologis berkaitan masih banyaknya praktik wasiat dan hibah secara
lisan maupun tulisan informal (memenuhi rukun dan syarat, namun belum
dikukuhkan dalam akta wasiat dan akta hibah) yang terjadi di masyarakat. Muncul
persoalan jika pemberi hingga penerima wasiat dan hibah informal telah meninggal
dunia. Padahal subjek atau objek wasiat dan hibah tersebut belum memiliki legalitas
formal. Kedua, problematika yuridis mengenai belum diaturnya kewenangan
peradilan agama dalam melakukan pengesahan hukum terhadap praktik wasiat dan
hibah informal melalui isbat wasiat dan hibah di Peradilan Agama.

Beranjak dari latar belakang tersebut, berikut akan dipaparkan rumusan
permasalahan dalam penelitian ini: (1) Bagaimana konsepsi perluasan kewenangan
isbat wasiat dan hibah di peradilan agama; (2) Bagaimana gagasan pengembangan
hukum dalam prosedur pemeriksaan, pembuktian dan penetapan perkara isbat
wasiat dan hibah di peradilan agama; (3) Bagaimana urgensi dan relevansi isbat
wasiat dan hibah di peradilan agama dalam upaya penyelesaian problematika yang
terjadi di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab berbagai
rumusan masalah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan
tujuh pendekatan penelitian yang disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara
deduktif. Data yang diteliti berupa data sekunder terdiri dari bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder. Teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi grand theory (teori makro), middle theory (teori meso) dan applied theory
(teori mikro).

Hasil penelitian ini: (1) Diperoleh temuan baru dalam hukum materiil
Undang-Undang Peradilan Agama berupa perluasan kewenangan peradilan agama
melalui isbat wasiat dan hibah guna melegalisasi wasiat dan hibah informal ketika
pemberi dan/atau penerima wasiat dan hibah informal telah meninggal dunia. Hal
itu didasarkan pada interpretasi hukum Pasal 49 huruf ¢ dan d Undang-Undang
Peradilan Agama, interpretasi hukum Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang
Kekuasaan Kehakiman, penerapan kaidah yurisprudensi serta interpretasi hukum
Buku Il Peradilan Agama. Selanjutnya, digagas teori hukum baru, yaitu teori
kewenangan komprehensif peradilan agama. (2) Diperoleh temuan baru pada
hukum formil dalam pemeriksaan perkara isbat wasiat dan hibah dengan
mendengar keterangan ahli waris utama pemberi wasiat dan hibah informal yang
kedudukannya tidak sebagai saksi. Kemudian, dalam pembuktian perkara digagas



pemeriksaan setempat (decente) secara elektronik terhadap objek wasiat dan hibah
informal. Selanjutnya, dalam penetapan perkara isbat wasiat dan hibah, selain
diktumnya bersifat deklarator (pernyataan), juga digagas diktum bersifat
komdemnator (perintah) terbatas. (3) Urgensi isbat wasiat dan hibah di peradilan
agama dalam rangka perlindungan harta wasiat dan hibah informal serta
perlindungan jiwa para pihak yang terkait dengan pelaksanaan hibah dan wasiat
informal. Hal tersebut berkorelasi dengan hifz al-mal dan hifz an-nafs dalam
magasid al-syari ‘ah. Relevansi isbat wasiat dan hibah sesuai dengan pembaruan
bidang akademis, yuridis, sosiologis serta bagi lembaga peradilan agama.
Ditemukan aspek kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum melalui penerapan
isbat wasiat dan hibah di peradilan agama.
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There are two main issues analysed in this study. The first issue is the
sociologist issue related to many wasiat and hibah informal practices orally and
written occurs in society (only to fulfil the principles and requirements, yet it has
yet to be legalized on wasiat certificate and hibah certificate). The problem emerged
when the testator and beneficiary passed away. However, the testator and
beneficiary need formal legal documents. The second problem is yuridice issues
which are that there is no regulation in broadening Islamic law in legalizing law
towards informal wasiat and hibah practice in religious court.

Based on the background information above, here are the research problem
in this study: (1) How is the concept of authority broadening of isbat wasiat and
hibah in religious court? (2) How are the ideas of law development in authentication
and decision process toward isbat wasiat and hibah in religious court? (3) How is
the urgency and relevancy of isbat wasiat and hibah in religious court to solve social
problems. This study aims to answer these research problems.

This study is normative law research using seven research approaches
presented descriptively and analysed deductively. The research data consists of
seconder data, including primer law data and seconder law data. Law theories used
in this study are grand theory (macro theory), middle theory (meso theory) and
applied theory (micro theory).

The result shown in this study are: (1) It is found new material law of
religious court law that is authority broadening of religious court through isbat
wasiat and hibah to legalized informal wasiat and hibah when the testator and
beneficiary passed away. This is based on law interpretation of Article 49 c and d
in religious court law, law interpretation of Articles 5 and 10 of Judicial Power Law,
jurisprudence implementation principles, and law interpretation of religious court
Book IlI. Furthermore, new law theory has emerged, including religious court
authority comprehensively; (2) It is found new formal law on authentication of
informal isbat wasiat and hibah case by hearing beneficiary and testator which are
not witness. Then, case authentication is emerged by decente electronically toward
informal wasiat and hibah objects. In court order of isbat wasiat and hibah, the
decision of high authority should have the quality of declaratory and limited
condemnatory; (3) The urgency of isbat wasiat and hibah in religious court in
property protection of informal hibah and wasiat as weel as life insurance to related
parties. It is correlated with Aifz al-mal dan hifz an-nafs in magqasid al-syari‘ah.
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The relevancy of isbat wasiat and hibah is inline with renewal in academic,
juridical, sociological field as well as religious court institutions. It is also found
legal justice, certainty and legal expediency in the implementation of isbat wasiat
and hibah in religious court.
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